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ABSTRAK 

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan ekonomi telah berusaha 

mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah sebagai penopang bagi 

perekonomian nasional, baik sebagai penyedia lapangan kerja, lapangan usaha maupun 

penghasil devisa negara.  Hal terpenting yang dibutuhkan oleh usaha kecil adalah 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemajuan suatu usaha 

ditentukan oleh entrepreneur yang secara sistematik tumbuh pesat dan mempunyai dasar 

pengetahuan dimana kecepatan, gerak serta inisiatif menjadi inti kesuksesan. Entrepreneur 

adalah seseorang yang kreatif dan inovatif , yang dapat menangkap peluang usaha serta 

memiliki visi pengembangan usaha. 

Rumusan masalah dari skripsi ini mengkaji aspek peran pemerintah desa tersebut 

berdasarkan analisis beberapa data penelitian di lapangan yang dilakukan di desa Tutul 

Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran 

pemerintah desa dalam pengembangan usaha kecil tasih dan aksesoris dan mendeskripsikan 

faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan peran pemerintah desa di Desa Tutul.  

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa 

Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember karena jumlah pengrajin cukup tinggi di wilayah ini. 

Informan yang diambil dari beberapa pejabat aparatur desa pelaksana pengembangan usaha kecil. 

Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data 

yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Metode penelitian kualitatif menggunakan 

analisis data secara induktif. 

Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan 

usaha kecil tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai tujuan  dan target pengembangan usaha 

kecil berdasarkan program pemerintah desa di Desa Tutul  Kecamatan Balung Kabupaten Jember 

tahun 2017 masih belum tercapai karena ada beberapa indikator yang masih belum berjalan 



dengan tepat sehingga program pengembangan masih perlu perbaikan agar lebih efektif dalam 

mencapai tujuan program. 
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ABSTRACT 

The government of Indonesia through various economic policies has sought to 

develop and empower small and medium enterprises as a support for the national economy, both 

as a provider of employment, business and foreign exchange earning. The most important thing 

needed by small business is the improvement of the quality of its human resources. The progress 

of business is determind by the entrepreneur who systematically grows rapidly and has a 

knowledgebase where the movement speed of initiative becomes the core of success. 

Entrepreneur is a creative and innovative person, who can capture business opportunities and 

have a vision of business development. 

The formulation of the problem of this thesis examines aspects of the role of the 

village government based on analysis of some research data in the field conducted in Tutul 

village, Balung district of Jember. This study aims to describe the role of village government in 

the develop of small business of tasbih and accessories and to describe the supporting and 

inhibiting factors to the implementation of the role of village government in the village of Tutul 

The research methods is deskriptif kualitatif. The location research in Tutul village 

Subdistrict Balung at Jember Regency 2017, because the number of craftmen is quite high in 

region. Informants taken from some officials of village apparatus implementing small business 

development. Methods of data collection using interview methods, observation and 

documentation. The data used include primary and secondary data. Qualitative research method 

using inductive data analysis. 

 The results of this study show that the role of village government in the development 

of small-scale enterprises has not been fully implemented in accordance with the objectives and 

targets of small-scale business development base on the village government program in Tutul 

village of Balung district in 2017 is still not achieved because there are some indicators that are 

still not running properly so development programs still need improvement to be more effective 

in achieving program objectives. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah daerah dituntut 

memberikan pelayanan yang lebih 

prima serta memberdayakan 

masyarakat sehingga taraf hidup 

masyarakat terjamin dan tentunya  

dapat meningkatkan kesejahteraan 

serta kemajuan daerahnya, karena 

pada dasarnya masyarakatlah yang 

tahu apa yang mereka butuhkan 

serta bagaimana kemudian mereka 

dapat dikatakan sebagai 

masyarakat yang sejahtera. 

Dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa 

memanglah harus disadarkan serta 

diperhatikan oleh pemerintah 

desa, dan juga oleh masyarakat itu 

sendiri sehingga memungkinkan 

tumbuhnya partisipasi masyarakat 

dalam proses pelaksanaannya. 

 Melihat hal tersebut, 

penyelenggaraan otonomi daerah 

dipandang perlu untuk lebih 

menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta 

masyarakat, pemerataan dan 

keadilan, serta memperhatikan 

potensi dan keanekaragaman 

daerah. Berdasarkan hal tersebut 

maka pemerintah menerbitkan 

Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah pada 

pasal 1 yang disebutkan otonomi 

daerah adalah kewenangan daerah 

otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

Usaha untuk 

menggalakkan pembangunan desa 

yang memperbaiki dan 

meningkatkan taraf hidup serta 

kondisi sosial masyarakat desa 

yang merupakan bagian terbesar 

dari masyarakat Indonesia, 

melibatkan tiga pihak, yaitu 

pemerintah, swasta dan warga 

desa. Untuk menumbuhkan 

kesadaran warga desa akan 

pentingnya usaha-usaha 

pembangunan sebagai sarana 

untuk memperbaiki kondisi sosial 

dan dalam meningkatkan 

partisipasi warga desa dalam 

pembangunan banyak tergantung 



pada kemampuan pemimpin desa 

khususnya pimpinan dan 

kepemimpinan pemerintah desa 

atau Kepala Desa. Sebab pada 

tingkat pemerintahan yang paling 

bawah, Kepala Desa sebagai 

pimpinan pemerintah desa dalam 

menjalankan kepemimpinan 

pemerintah desa menjadi ujung 

tombak pelaksanaan dan 

terlaksananya pembangunan desa 

maupun dalam menumbuhkan 

kesadaran warga desa untuk 

berperan serta dalam 

pembangunan desa.  

Pemerintah Indonesia 

melalui berbagai kebijakan 

ekonomi telah berusaha 

mengembangkan dan 

memberdayakan usaha kecil dan 

menengah sebagai penopang bagi 

perekonomian nasional, baik 

sebagai penyedia lapangan kerja, 

lapangan usaha maupun penghasil 

devisa negara.  

Hal terpenting yang 

dibutuhkan oleh usaha kecil 

adalah peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Kemajuan suatu 

usaha ditentukan oleh 

entrepreneur yang secara 

sistematik tumbuh pesat dan 

mempunyai dasar pengetahuan 

dimana kecepatan, gerak serta 

inisiatif menjadi inti kesuksesan. 

Entrepreneur adalah seseorang 

yang kreatif dan inovatif , yang 

dapat menangkap peluang usaha 

serta memiliki visi pengembangan 

usaha. 

Desa Tutul merupakan 

desa pertama yang berhasil 

dicanangkan dan diresmikan 

sebagai desa produktif tingkat 

nasional di Indonesia dalam 

program pengembangan desa 

produktif, yang diluncurkan oleh 

Kementrian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia 

sejak tahun 2010. Program desa 

produktif adalah program terpadu 

dalam upaya mengembangkan 

desa-desa potensial yang ada di 

Indonesia. Program desa produktif 

dengan pengembangan 132 desa 

produktif yang tersebar di 33 

provinsi di Indonesia ini ditujukan 

untuk menciptakan kesempatan 

kerja baru dan penyerapan tenaga 



kerja di kawasan pedesaan, 

mencegah terjadinya urbanisasi 

dari desa ke kota, dan menjadikan 

desa berkembang melalui produk-

produk yang telah dihasilkan, 

selanjutnya pola pengembangan 

yang dibidik adalah pembentukan 

desa perkebunan, desa 

persawahan, desa industri kecil 

dan kerajinan, serta desa 

perdagangan dan jasa.  

Desa Tutul dinilai telah 

berhasil menjadi desa yang sangat 

produktif. Selain adanya 

komitmen dari masyarakat dan 

aparat desa yang ingin memajukan 

desa Tutul, serta tersedianya 

infrstruktur jalan, air dan listrik di 

desa Tutul. Yang utama adalah 

karena desa Tutul memiliki 

sumber daya ekonomi berupa 

usaha kecil tasbih dan aksesoris, 

yang hingga saat ini pemasaran 

produknya sudah sampai ke 

berbagai negara. Dengan segala 

bentuk aktivitas di desa Tutul 

sehingga membuat masyarakat 

Tutul menjadi masyarakat yang 

produktif.  

Secara administratif desa 

Tutul terletak di wilayah 

Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember, tepatnya berada di 

selatan kota Jember. Desa Tutul 

merupakan desa seperti pada 

umumnya, yang merupakan 

pemukiman penduduk, memiliki 

pemerintahan sendiri yaitu 

pemerintahan desa, dan sebagian 

besar dari penduduk desa 

bermata pencaharian di bidang 

agraris. Namun yang menarik 

dan membedakan desa Tutul 

dengan desa-desa lainnya yaitu 

terletak pada aktivitas usaha kecil 

dibidang kerajinan tangan yang 

hampir dikelola oleh seluruh 

masyarakatnya. Selain bertani 

sebagian besar dari masyarakat 

juga bekerja sebagai perangkai 

tasbih atau aksesoris untuk 

menambah penghasilan ekonomi 

keluarganya, selain itu di desa 

Tutul juga banyak ditemui galeri 

atau rumah-rumah warga 

memamerkan aneka produk 

kerajinan tangan khas desa Tutul, 

serta menjadikan rumahnya 



sebagai Usaha Kecil tasbih dan 

aksesoris. 

Di desa Tutul terdapat 

usaha kreatif dibidang kerajinan 

tangan tersebut dikelola mulai 

dari perorangan atau keluarga 

hingga, dan produk-produk 

kerajinan tangan yang telah 

dihasilkan diantaranya berbentuk 

aksesoris dan tasbih sebagai 

produk khas Tutul yang terbesar, 

dan ada pula produk lain sepertii 

peralatan dapur, miniature dan 

masih banyak yang lainhya. 

Aneka hasil kerajinan tangan 

tersebut terbuat dari bahan kayu-

kayuan baik kayu yang dibeli 

secara utuh maupun kayu yang 

diperoleh dari hasil limbah 

industri meubel, ada juga yang 

terbuat dari batu-batuan, dan lain 

sebagainya. 

Bahan-bahan tersebut 

didapat dari berbagai daerah, ada 

yang tersedia di sekitar desa 

Tutul dan ada yang didapatkan 

dari luar kota. Kemudian bahan-

bahan mentah diolah dengan 

menggunakan mesin tradisional 

maupun mesin canggih ( modern 

) untuk menghasilkan produk 

setengah jadi, dan biasanya 

proses ini dikerjakan oleh para 

lelaki karena berhubungan 

dengan mesin-mesin beresiko. 

Dan tahapan selanjutnya produk 

setengah jadi diolah dan 

dirancang dengan menggunakan 

tangan-tangan kreatif untuk 

mengubah menjadi produk 

handycraft, dalam proses akhir 

ini lebih sering dikerjakan oleh 

para perempuan atau kalangan 

ibu-ibu rumah tangga, karena 

prosesnya lebih mudah dan 

membutuhkan tingkat ketelitian 

serta ketelatenan yang tinggi agar 

dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas dan bernilai jual 

tinggi. 

Usaha Kecil tasbih dan 

aksesoris tersebut dapat 

memberikan pengaruh-pengaruh 

positif pada kehidupan 

masyarakat desa  Tutul seperti 

diantaranya menyerap tenaga 

kerja dari masyarakat setempat, 

memberdayakan masyarakat 

setempat, serta meningkatkan 

penghasilan ekonomi dan 



produktivitas masyarakat 

setempat. 

Salah satu sasaran pokok 

dari peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa ialah bagaimana 

kemudian meningkatkan mutu 

sebuah desa. Melihat keberhasilan 

desa Tutul sebagai desa produktif, 

yang mana masyarakatnya mampu 

mengelola dan mengembangkan 

potensi ekonomi lokal Desa Tutul.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas 

membuat penulis menganggap 

bahwa masih masih diperlukan 

peran pemerintah desa dalam 

pengembangan Usaha Kecil tasbih 

dan aksesoris di desa Tutul 

kabupaten Jember. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian peranan 

 Menurut Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, Peranan adalah 

tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa. 

Peranan merupakan suatu aspek 

yang dinamis dari suatu 

kedudukan (status). 

 Teori Peran (Role Theory) 

adalah teori yang merupakan 

perpaduan berbagai teori, 

orientasi, maupun disiplin ilmu. 

Istilah “peran” diambil dari dunia 

teater. Dalam teater, seseorang 

aktor harus bermain sebagai 

seorang tokoh tertentu dan dalam 

posisinya sebagai tokoh itu ia 

diharapkan untuk berperilaku 

secara tertentu. Selain itu, peranan 

atau role (Bruce J. Cohen, 1992: 

25) juga memiliki beberapa 

bagian, yaitu: 

1. Peranan nyata (Anacted 

Role) adalah suatu cara 

yang betul-betul dijalankan 

seseorang dalam 

menjalankan suatu 

peranan.  

2. Peranan yang dianjurkan 

(Prescribed Role) adalah 

cara yang diharapkan 

masyarakat dari kita dalam 

menjalankan peranan 

tertentu.  

3. Konflik peranan (Role 

Conflick) adalah suatu 

kondisi yang dialami 



seseorang yang menduduki 

suatu status atau lebih yang 

menuntut harapan dan 

tujuan peranan yang saling 

bertentangan satu sama lain.  

4. Kesenjangan Peranan (Role 

Distance) adalah 

Pelaksanaan Peranan secara 

emosional.  

5. Kegagalan Peran (Role 

Failure) adalah kagagalan 

seseorang dalam 

menjalankan peranan 

tertentu.  

6. Model peranan (Role 

Model) adalah seseorang 

yang tingkah lakunya kita 

contoh, tiru, diikuti.  

7. Rangkaian atau lingkup 

peranan (Role Set) adalah 

hubungan seseorang dengan 

individu lainnya pada saat 

dia sedang menjalankan 

perannya.  

8. Ketegangan peranan (Role 

Strain) adalah kondisi yang 

timbul bila seseorang 

mengalami kesulitan dalam 

memenuhi harapan atau 

tujuan peranan yang 

dijalankan dikarenakan 

adanya ketidakserasiaan 

yang bertentangan satu sama 

lain.  

Peranan yang dimaksud 

dalam penelitiaan ini adalah 

prilaku seseorang sesuai dengan 

status kedudukannya dalam 

masyarakat. 

Menurut Soekanto (2003: 

243) peranan adalah aspek 

dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan. 

Soekanto (2009:212-213) 

Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara kedudukan 

dengan peranan adalah untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan. 

Keduanya tidak dapat dipisah-

pisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan 

sebaliknya. 



 

 Teori Peran (Role Theory) 

adalah teori yang merupakan 

perpaduan berbagai teori, 

orientasi, maupun disiplin ilmu. 

Istilah “peran” diambil dari dunia 

teater. Peranan yang dimaksud 

dalam penelitiaan ini adalah 

prilaku seseorang sesuai dengan 

status kedudukannya dalam 

masyarakat.  

Pengertian Peranan 

diungkapkan oleh Soerjono 

Soekanto:“Peranan merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan 

hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu 

peranan”.(Soerjono Soekanto, 

1990: 268).  

Pendapat lain 

dikemukakan oleh Livinson yang 

dikutip oleh Soerjono Soekanto 

bahwa :  

a. Peranan meliputi norma – 

norma yang diungkapkan 

dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam 

masyarakat,  

b. Peranan adalah suatu konsep 

tentang apa yang dilakukan 

oleh individu dalam 

masyarakat sebagai 

organisasi,  

c. Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu 

yang penting sebagai 

struktur sosial masyarakat 

(Soerjono Soekanto, 

1990:221).  

Berdasarkan pengertian 

diatas, peranan dapat diartikan 

sebagai suatu prilaku atau tingkah 

laku seseorang yang meliputi 

norma-norma yang diungkapkan 

dengan posisi dalam masyarakat. 

Pendapat lain dalam buku 

sosiologi suatu pengantar bahwa 

“Peranan adalah suatu prilaku 

yang diharapkan oleh orang lain 

dari seseorang yang menduduki 

status tertentu”. (Bruce J Cohen, 

1992:76). 

Wirutomo dalam David 

Berry (1981: 99–101) bahwa 



“peranan yang berhubungan 

dengan pekerjaan, seseorang 

diharapkan menjalankan 

kewajiban-kewajibannya yang 

berhubungan dengan peranan 

yang dipegangnya”. Peranan 

didefinisikan sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikenakan 

kepada individu yang menempati 

kedudukan sosial tertentu. 

Peranan ditentukan oleh norma-

norma dalam masyarakat, 

maksudnya kita diwajibkan untuk 

melakukan hal-hal yang 

diharapkan masyarakat di dalam 

pekerjaan kita, di dalam keluarga 

dan di dalam peranan-peranan 

yang lain. 

Peranan terdapat dua 

macam harapan, yaitu: pertama, 

harapan-harapan dari masyarakat 

terhadap pemegang peran atau 

kewajiban-kewajiban dari 

pemegang peran, dan kedua 

harapan-harapan yang dimiliki 

oleh pemegang peran terhadap 

masyarakat atau terhadap orang-

orang yang berhubungan 

dengannya dalam menjalankan 

peranannya atau kewajiban-

kewajibannya. Dalam pandangan 

David Berry, peranan-peranan 

dapat dilihat sebagai bagian dari 

struktur masyarakat sehingga 

struktur masyarakat dapat dilihat 

sebagai pola-pola peranan yang 

saling berhubungan. 

Pendapat lain Alvin 

L.Bertran yang diterjemahkan 

oleh soeleman B. Taneko bahwa 

“Peranan adalah pola tingkah laku 

yang diharapkan dari orang yang 

memangku status atau kedudukan 

tertentu”. (Soeleman B. Taneko, 

1986: 220) 

Peranan didefinisikan 

sebagai seperangkat harapan-

harapan yang dikenakan kepada 

individu yang menempati 

kedudukan social tertentu. 

Peranan ditentukan oleh norma-

norma dalam masyarakat, 

maksudnya kita diwajibkan untuk 

melakukan hal-hal yang 

diharapkan masyarakat di dalam 

pekerjaan kita, di dalam keluarga 

dan di dalam peranan-peranan 

yang lain. 



Ketentuan peranan adalah 

pernyataan formal dan terbuka 

tentang perilaku yang harus 

ditampilkan seseorang dalam 

membawa perannya. Gambaran 

peranan adalah suatu gambaran 

tentang perilaku yang secara 

aktual ditampilkan seseorang 

dalam membawakan perannya. 

Dapat ditarik kesimpulan 

mengenai pengertian peranan 

dalam hal ini peran pemerintah 

dalam melaksanakan fungsi dan 

tujuannya dalam pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan, dan 

pengaturan masyarakat. 

Selanjutnya dikatakan 

bahwa di dalam peranan terdapat 

dua macam harapan, yaitu: 

pertama, harapan-harapan dari 

masyarakat terhadap pemegang 

peran atau kewajiban-kewajiban 

dari pemegang peran, dan kedua 

harapan-harapan yang dimiliki 

oleh pemegang peran terhadap 

masyarakat atau terhadap orang-

orang yang berhubungan 

dengannya dalam menjalankan 

peranannya atau kewajiban-

kewajibannya. Dalam pandangan 

David Berry, peranan-peranan 

dapat dilihat sebagai bagian dari 

struktur masyarakat sehingga 

struktur masyarakat dapat dilihat 

sebagai pola-pola peranan yang 

saling berhubungan. 

Berdasarkan Pendapat para 

ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa peranan merupakan aspek 

dinamis berupa tindakan atau 

perilaku yang dilaksanakan oleh 

orang atau badan atau lembaga 

yang menempati atau mengaku 

suatu posisi dalam sistem sosial. 

Pengertian Pemerintah Desa 

Menurut Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Desa atau 

yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat, berdasarkan asal-usul 

dan adat-istiadat setempat yang 

diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 



Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah No. 72 tahun 2005 

Desa atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut 

desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas 

wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan berada di 

kabupaten kota. dalam pasal 2 

ayat (1) dikatakan bahwa desa 

dibentuk atas prakarsa masyarakat 

dengan memperhatikan asal-usul 

desa dan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat. Pada ayat ( 

2 ) tertulis bahwa pembentukan 

desa harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut  

a. Jumlah Penduduk. 

b. Luas Wilayah. 

c. Bagian Wilayah Kerja. 

d. Perangkat, dan. 

e. Sarana dan Prasarana 

Pemerintahan. 

Pemerintah desa terdiri 

dari kepala desa dan perangkat 

desa. Perangkat desa terdiri dari 

Sekretaris Desa, pelaksana teknis 

lapangan, unsur kewilayahan dan 

perangkat desa lainnya yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi sosial budaya masyarakat 

setempat, dan sekretaris desa diisi 

dari Pegawai Negeri Sipil  (PNS) 

yang memenuhi syarat. 

Dalam PP No. 72 Tahun 

2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa 

adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan oleh pemerintah 

desa dan badan permusyawaratan 

desa dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul, 

adat-istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, pemerintah 

desa atau yang disebut juga 

dengan nama lain adalah kepala 

desa dan perangkat desa sebagai 



unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. 

Kepala desa dipilih 

langsung oleh penduduk desa 

berwarga negara Republik 

Indonesia yang syarat selanjutnya 

dan tata cara pemilihan diatur oleh 

peraturan daerah yang 

berpedoman pada peraturan 

pemerintah. Calon kepala desa 

yang memperoleh suara terbanyak 

dalam pemilihan kepala desa 

ditetapkan sebagai kepala desa. 

Pemilihan kepala desa dalam 

kesatuan masyarakat hukum dapat 

beserta hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan diakui 

keberadaannya berlaku ketentuan, 

hukum adat setempat yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah 

dengan berpedoman pada 

peraturan pemerintah. 

Dalam PP No. 72 Tahun 

2005 pasal 14 dan 15 disebutkan 

bahwa Kepala Desa mempunyai 

tugas menyelenggarakan urusan 

pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan. Urusan 

pemerintahan yang dimaksud 

adalah pengaturan kehidupan 

masyarakat sesuai dengan 

kewenangan desa seperti 

pembuatan peraturan desa, 

pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan 

badan usaha milik desa, dan 

kerjasama antar desa. Urusan 

pembangunan yang dimaksud 

adalah pemberdayaan masyarakat 

dalam penyediaan sarana dan 

prasarana fasilitas umum desa, 

seperti jalan desa, jembatan desa, 

pasar desa. Urusan 

kemasyarakatan ialah 

pembedayaan masyarakat melalui 

pembinaan kehidupan sosial 

budaya masyarakat seperti bidang 

kesehatan, pendidikan, dan adat-

istiadat. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana diatas, Kepala 

Desa mempunyai wewenang : 

a. Memimpin penyelenggaraan 

pemerintahan desa 

berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD. 

b. Mengajukan rancangan 

peraturan desa. 



c. Menetapkan peraturan desa 

yang telah mendapat 

persetujuan bersama BPD. 

d. Menyusun dan mengajukan 

rancangan peraturan desa 

mengenai APB Desa untuk 

dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD. 

e. Membina kehidupan 

masyarakat desa. 

f. Membina perekonomian 

desa. 

g. Mengkoordinasikan 

pembangunan desa secara 

partisipatif. 

h. Mewakili desanya di dalam 

dan di luar pengadilan dan 

dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya 

sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan ;  

i. Melaksanakan wewenang 

lain sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan. 

Dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya, kepala 

desa mempunyai kewajiban : 

a. Memegang teguh dan 

mengamalkan Pancasila, 

melaksanakan Undang-  

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 serta mempertahankan 

dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

b. Meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; 

c. Memelihara ketentraman 

dan ketertiban masyarakat; 

d. Melaksanakan kehidupan 

demokrasi; 

e. Melaksanakan prinsip tata 

pemerintahan desa yang 

bersih dan bebas dari 

Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme ( KKN );  

f. Menjalin hubungan kerja 

dengan seluruh mitra kerja 

pemerintahan desa; 

g. Menaati dan menegakkan 

seluruh peraturan 

perundang-undangan; 

h. Menyelenggarakan 

administrasi pemerintahan 

desa yang baik; 

i. Melaksanakan dan 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan keuangan desa; 



j. Melaksanakan urusan yang 

menjadi kewenangan desa; 

k. Mendamaikan perselisihan 

masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan 

pendapatan masyarakat dan 

desa; 

m. Membina, mengayomi dan 

melestarikan nilai-nilai 

sosial budaya dan adat 

istiadat; 

n. Memberdayakan masyarakat 

dan kelembagaan di desa; 

dan 

o. Mengembangkan potensi 

sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan 

hidup. 

Perangkat Desa 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 Tahun 

2005 yaitu Sekretaris Desa yang 

bertugas membantu Kepala Desa 

dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya. 

Sedangkan Perangkat Desa 

lainnya diangkat oleh Kepala Desa 

dari penduduk desa. Pengangkatan 

Perangkat Desa sebagaimana 

dimaksud diatas ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Desa, 

dan usia perangkat desa tersebut 

paling rendah 20 (dua puluh) 

tahun dan paling tinggi 60 (enam 

puluh) tahun. Mengenai Perangkat 

Desa Lainnya ini diatur dengan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Di desa dapat dibentuk 

lembaga kemasyarakatan yang 

ditetapkan dengan peraturan desa 

dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan. 

Lembaga kemasyarakatan ini 

bertugas membantu pemerintah 

desa dan merupakan mitra dalam 

memberdayakan masyarakat desa. 

Keuangan desa adalah 

semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang, 

serta segala sesuatu berupa uang 

maupun barang yang dapat 

dijadikan milik desa berhubung 

dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban. Hak dan kewajiban 

tersebut menimbulkan 

pendapatan, belanja, dan 



pengelolaan keuangan desa. 

Sumber pendapatan desa adalah : 

a. Pendapatan asli desa (hasil 

usaha desa, hasil kekayaan 

desa, hasil swadaya dan 

partisipasi, hasil gotong-

royong, dan lain-lain 

pendapatan asli desa yang 

sah). 

b. Bagi hasil pajak daerah 

Kabupaten/Kota paling 

sedikit 10% (sepuluh per 

seratus) dan dari retribusi 

Kabupaten/Kota. 

c. Bagian dari dana 

perimbangan keuangan 

pusat dan daerah yang 

diterima oleh 

Kabupaten/Kota untuk Desa 

paling sedikit 10% (sepuluh 

per seratus), yang 

pembagiannya untuk setiap 

desa secara proporsional 

yang merupakan alokasi 

dana desa; 

d. Bantuan keuangan dari 

Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam 

rangka pelaksanaan urusan 

pemerintahan; 

e. Hibah dan sumbangan dari 

pihak ketiga yang tidak 

mengikat. 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Dalam studi penelitian, 

penggunaan metodologi merupakan 

suatu langkah yang harus ditempuh, 

agar hasil-hasil yang sudah terseleksi 

dapat terjawab secara valid, reliabel 

dan juga obyektif, dengan tujuan 

dapat ditemukan, dibuktikan dan 

dikembangkan suatu pengetahuan, 

sehingga dapat digunakan untuk 

mamahami, memecahkan, dan 

mengantisipasi masalah dalam 

bidang administrasi publik. 

Metode merupakan prosedur 

atau cara dalam mengetahui sesuatu, 

yang mempunyai langkah-langkah 

yang sistematis. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Usman 

dan juga Akbar (2004:4) penelitian 

deskriptif  bermaksud membuat 

penggambaran secara sistematis, 



faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. 

Dengan kata lain penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan 

sifat sesuatu yang tengah 

berlangsung saat studi. 

Metode kualitatif  ini lebih 

mendasarkan pada filsafat 

fenomenologis yang mengutamakan 

penghayatan (verstehen) dengan 

berusaha menghayati dan juga 

menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia 

didalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri (Usman 

dan Akbar,2004:81). 

3.2 Fokus Penelitian. 

Ada dua maksud yang ingin 

dicapai oleh peneliti melalui 

penetapan fokus, pertama, penetapan 

fokus untuk membatasi studi, dalam 

hal ini membatasi bidang inkuiri, 

misalnya, membatasi diri pada 

penggunaan teori-teori tertentu yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti, 

sedang teori-teori yang tidak sesuai 

sedapat mungkin dihindari 

penggunaannya, kedua, penetapan 

fokus penelitian yang berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inkluisi-

inkluisi seperti perolehan data yang 

baru dilapangan.  

Dengan bimbingan dan 

arahan suatu fokus penelitian, maka 

peneliti tahu persis data mana yang 

perlu dikumpulkan dan juga data 

mana pula yang tidak perlu 

dimasukkan kedalam sejumlah data 

yang sedang di kumpulkan 

(Moleong 2001: 63). Jadi Penetapan 

fokus yang jelas dan juga mantap, 

seorang peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data 

mana yang akan di kumpulkan dan 

mana yang tidak perlu di jamah 

ataupun mana yang akan di buang. 

Permasalahan dan fokus 

penelitian sangat terkait, olehnya 

permasalahan penelitian dijadikan 

sebagai acuan di dalam fokus, 

walaupun fokus dapat berubah dan 

berkembang di lapangan sesuai 

dengan perkembangan 

permasalahan penelitian yang 

ditemukan dilapangan. Mengacu 

pada rumusan masalah dalam 

penelitian ini, maka fokus penelitian 



ini diarahkan pada peran pemerintah 

desa dalam pengembangan Usaha 

Kecil tasbih dan aksesoris di Desa 

Tutul Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember  

3.3 Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian adalah 

tempat peneliti dapat menangkap 

keadaan yang sebenarnya dari objek 

yang akan diteliti. Adapun lokasi 

penelitian adalah Di Desa Tutul 

Kecamatan Balung Kabupaten 

Jember yang mempunyai Usaha 

Kecil tasbih dan aksesoris. Adapun 

alasan pemilihan lokasi penelitian ini 

dikarenakan masih minimnya peran 

pemerintah dalam pengembangan 

Usaha Kecil  tasbih dan aksesoris. 

Dan selain itu masyarakat di desa 

Tutul cenderung apatis, sehingga 

dapat mempengaruhi tujuan maupun 

target program pengembangan 

Usaha Kecil  tasbih dan aksesoris 

tersebut.  

 

3.4  Jenis Dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang 

penulis peroleh didalam penelitian 

lapangan ini adalah data primer dan 

data sekunder yang bersifat 

kualitatif, diantaranya: 

1. Data Primer, yakni data yang 

diperoleh langsung dari para 

informan berupa informasi di 

lapangan, yang meliputi peran 

pemerintah desa dalam 

pengembangan Usaha Kecil 

tasbih dan aksesoris dengan 

faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang 

mempengaruhi pengembangan 

Usaha Kecil  tasbih dan 

aksesoris. Adapun nara sumber 

adalah Perangkat Desa,  dan 

masyarakat yang memiliki 

Usaha Kecil  tasbih dan 

aksesoris. Sebagai Informan 

kunci adalah Kepala Desa 

Tutul. 

2. Data Sekunder, yakni data yang 

diperoleh melalui berbagai 

laporan-laporan / buku-buku / 

catatan-catatan yang berkaitan 

erat dengan suatu permasalahan 

yang diteliti, diantaranya data 



dari segala kegiatan yang 

berkaitan dengan proses 

masyarakat membuat kerajinan 

tasbih dan aksesoris, meliputi 

Daftar monografi Desa, kondisi 

sarana dan prasarana, dan lain-

lain di Desa Tutul Kecamatan 

Balung Kabupaten Jember. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian peran pemerintah 

desa dalam pengembangan Usaha 

Kecil tasbih dan aksesoris Desa 

Tutul  Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember, instrumen 

utamanya adalah peneliti sendiri, 

dengan alat bantu berupa pedoman 

wawancara, yaitu sejumlah 

pertanyaan terstruktur atau tidak 

terstruktur apabila dianggap perlu 

untuk memperoleh keterangan yang 

diperlukan dari informan. 

3.6 Pemilihan informan 

Informan dipilih untuk 

mendapatkan informasi yang jelas 

dan mendalam tentang berbagai hal 

yang berhubungan dengan masalah 

penelitian diatas. Penentuan 

informan untuk proses wawancara 

dilakukan dengan menggunakan 

teknik sampling purposive yaitu 

teknik pengambilan sampel secara 

terencana. Para informan yang 

terpilih adalah orang-orang yang 

terlibat langsung dengan persoalan 

yang diteliti, atau setidak-tidaknya 

mengetahui betul mengenai 

persoalan yang ditentukan dengan 

tehnik purposive sampling (tehnik 

penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu) dimana 

pertimbangannya adalah masyarakat 

yang melakukan aktivitas kerajinan 

tasbih dan aksesoris. Informan 

penelitian ini adalah kepala desa, 

sekretaris desa, perangkat desa. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data 

penelitian ini, digunakan cara studi 

kepustakaan, penelitian terhadap 

dokumen-dokumen, observasi, dan 

juga melakukan wawancara  dengan, 

Pemerintah Desa Tutul, masyarakat 

penerima manfaat yang melakukan 

aktivitas kerajinan tasbih dan 

aksesoris, target group, dan non-

target group yang relevan dengan 

masalah penelitian. Adapun jenis 



data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan juga data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan 

melalui teknik yaitu: 

1. Untuk memperoleh data primer 

melalui teknik wawancara 

secara mendalam dan 

wawancara terstruktur untuk 

memperoleh penjelasan yang 

rinci dan mendalam mengenai 

factor pendukung dan faktor 

penghambat yang 

mempengaruhi peran 

pemerintah desa dalam 

pengembangan Usaha Kecil  di 

Desa Tutul Kecamatan Balung 

Kabupaten Jember. 

2. Observasi juga merupakan 

upaya memperoleh data primer, 

yaitu merupakan teknik 

pengumpulan informasi melalui 

pengamatan pada saat proses 

penelitian sedang berjalan. 

Observasi dalam penelitian ini 

meliputi data tentang kondisi 

dan keadaan masyarakat saat 

melakukan aktivitas kerajinan 

tangan tasbih dan aksesoris. 

Observasi yang digunakan 

adalah observasi non partisipan. 

Observasi non partisipasi adalah 

tidak secara langsung suatu 

observasi yang dalam 

pelaksanaannya tidak 

melibatkan peneliti sebagai 

partisipasi atau kelompok yang 

diteliti. Cara ini banyak 

dilakukan pada saat ini. 

Kelemahan cara ini antara lain 

kehadiran pengamat dapat 

memengaruhi sikap dan 

perilaku orang yang diamatinya. 

3. Sedangkan Teknik 

Dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data sekunder, 

yakni dengan cara menelaah 

dokumen dan kepustakaan yang 

dikumpulkan dari berbagai 

dokumen seperti; peraturan 

perundang-undangan, arsip, 

laporan, dan juga dokumen 

pendukung lainnya yang 

memuat pendapat para ahli 

kebijakan sehubungan dengan 

penelitian. 

3.8 Teknis Analisis Data 

Data yang terkumpul selama 

peneliti melakukan penelitian perlu 



dianalisis dengan teliti, secara ulet 

dan juga cakap, sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan yang objektif dari 

suatu penelitian. Bila data dan 

informasi yang sudah diperoleh itu 

dianalisis dan interpretasikan, maka 

akan diketahui peran pemerintah 

desa dalam pengembangan Usaha 

Kecil di Desa Tutul kecamatan 

Balung kabupaten Jember. Menurut 

Bogdan dan Biklen (1992), analisis 

data adalah proses pencarian dan 

juga penyusunan data yang 

sistematis melalui transkrip 

wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi yang secara akumulasi 

menambah pemahaman peneliti 

terhadap yang ditemukan. 

Sedangkan menurut pendapat 

Spradley (1997), analisis data 

merujuk pada pengujian sistematis 

terhadap sesuatu untuk menentukan 

bagian-bagiannya, hubungan 

diantara bagian-bagian, dan juga 

hubungan bagian-bagian itu dengan 

keseluruhan. Nasution (1988) 

menyatakan bahwa analisis data 

ialah proses menyusun data agar 

dapat ditafsirkan. 

Menyusun data berarti 

menggolongkannya 

(mengategorikannya) dalam pola 

atau tema. Tafsiran ataupun 

interpretasi artinya memberikan 

makna terhadap analisis, 

menjelaskan pola atau kategori, serta 

mencari hubungan antara berbagai 

konsep. Dari definisi-definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa analisis 

data ialah kegitan analisis 

mengategorikan data untuk 

mendapatkan pola hubungan, tema, 

menafsirkan apa yang bermakna, 

serta menyampaikannya ataupun 

melaporkannya kepada orang lain 

yang berminat (Usman dan Akbar, 

2009:84). 

Penelitian kualitatif 

menggunakan analisis data secara 

induktif. Analisis data secara 

induktif ini digunakan karena 

beberapa alasan. Pertama, proses 

induktif lebih dapat menemukan 

kenyataan-kenyataan jamak sebagai 

yang terdapat dalam data. Kedua, 

analisis lebih dapat membuat 

hubungan peneliti-responden 

menjadi eksplisit, dapat dikenal dan 



juga akuntabel. Ketiga, analisis 

demikian lebih dapat menguraikan 

latar secara penuh dan juga dapat 

membuat keputusan tentang dapat-

tidaknya pengalihan pada latar 

lainnya. Keempat, analisis induktif 

lebih banyak menemukan pengaruh 

bersama yang mempertajam 

hubungan-hubungan. Kelima, 

analisis demikian dapat 

memperhitungkan nilai-nilai secara 

eksplisit sebagai bagian dari struktur 

analitik (Moleong, 2006:10). 

HASIL PENELITIAN 

4.2.1 Peran pemerintah Desa dalam 

pengembangan Usaha kecil tasbih 

dan aksesoris di Desa Tutul. 

Peranan Pemerintah Desa 

sangat diperlukan guna 

menunjang segala bentuk 

kegiatan pembangunan. Berbagai 

bentuk perubahan sosial yang 

terencana dengan nama 

pembangunan diperkenalkan dan 

dijalankan melalui Pemerintah 

Desa. Untuk dapat menjalankan 

peranannya secara efektif dan 

efesien, Pemerintah Desa perlu 

terus dikembangkan sesuai 

dengan perkembangan kemajuan 

masyarakat desa dan lingkungan 

sekitarnya. Dengan kata lain, 

perubahan sosial yang terjadi 

pada masyarakat desa karena 

adanya gerakan pembangunan 

desa perlu diimbangi pula 

dengan Pengembangan Kapasitas 

Pemerintahan Desanya. 

Sehingga, desa dan 

masyarakatnya tidak hanya 

sebatas sebagai objek 

pembangunan, tetapi dapat 

memposisikan diri sebagai salah 

satu pelaku pembangunan. 

4.2.2 Peran bapak/ibu sebagai 

pejabat aparatur desa dalam 

pengembangan usaha kecil 

kerajinan tangan di desa tutul 

Menurut hasil penelitian di 

desa Tutul menunjukkan bahwa 

peran pemerintah desa dalam 

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris mendapat antusias 

dari masyarakat sebagai penyalur 

informasi tentang desa yang 

berpotensi dari hasil kerajinan 

masyarakat. 



4.2.3 Tanggapan bapak/ibu 

untuk peran pemerintah desa 

dalam pengembangan usaha kecil 

kerajinan tangan di desa ini 

 Pernyataan beberapa responden 

diatas, memberi isyarat bahwa peran 

pemerintah jauh lebih berjalan efektif 

setelah adanya pemilihan Kepala desa 

yang baru di desa Tutul. Peran 

pengembangan usaha kecil tak luput 

dari kinerja kepala desa yang baru dan 

aparatur desa lainnya yang bekerja 

dengan baik.  

4.2.4 Tanggapan bapak/ibu 

kinerja perangkat desa tentang  

meningkatkan produktifitas 

masyarakat dan kemajuan desa 

ini 

Peran serta kepala desa dan 

perangkat desa dianggap lebih efektif 

dan efisien dapat dilihat dari 

koordinasi antar perangkat dan kinerja, 

dapat dilihat dari meningkatkan 

produktifitas masyarakat dan 

kemajuan desa. 

4.2.5 Ada faktor pendukung 

dan penghambat dalam 

melakukan pengembangan Usaha 

kecil kerajinan di desa balung 

tutul 

Dalam peran pemerintah desa dalam 

pengembangan usaha kecil sebagai 

regulator, fasilitator, katalisator tidak 

semudah yang dibayangkan. Banyak 

ditemukan faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaannya. 

4.2.6 Apakah program 

pengembangan usaha kecil 

kerajinan di desa ini sudah efektif 

sesuai program pembangunan 

nasional 

Dalam pembangunan 

nasional, program di desa Tutul 

dalam pengembangan usaha kecil 

kerajinan tangan tasbih dan 

aksesoris dikaitkan dengan 

program pembangunan nasional 

apakah sudah maksimal terlaksana 

di desa Tutul. 

4.2.7 tanggapan bapak/ibu untuk 

peran pemerintah desa dalam 

pengembangan usaha kecil 

kerajinan tangan di desa ini 

Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

program pengembangan usaha 

kecil tasbih dan aksesoris di desa 

Tutul sudah cukup dikatakan tepat 



tujuan dan berjalan dengan baik, 

namun hal tersebut tidak jauh dari 

kinerja pemerintah desa Tutul yang 

sebagai regulator, fasilitator, 

katalisator. 

4.2.8 Tanggapan bapak/ibu 

tentang dampak pemerintah desa 

dalam pengembangan usaha kecil 

kerajinan tangan di desa ini 

Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

program pengembangan usaha 

kecil tasbih dan aksesoris di desa 

Tutul sudah cukup dikatakan tepat 

tujuan dan berjalan dengan baik, 

namun hal tersebut tidak jauh dari 

kinerja Kepala Desa Tutul dalam 

pengembangan usaha kecil 

4.2.9 Tanggapan bapak/ibu 

tentang kinerja pemerintah desa 

dalam pengembangan usaha kecil 

kerajinan tangan di desa ini 

 

 Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa 

dampak  pengembangan usaha kecil 

tasbih dan aksesoris di desa Tutul 

sudah cukup dikatakan tepat tujuan 

dan berjalan dengan baik, namun hal 

tersebut ada kendala dari kinerja 

perangkat Desa Tutul sebagai 

regulator, fasilitator, katalisator 

dalam pengembangan usaha kecil. 

 

4.2.10  Tanggapan bapak/ibu 

tentang Pengembangan Usaha 

Kecil di bidang produksi dan 

pengolahan 

Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa dampak  

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris di desa Tutul kurang 

maksimal dikatakan tepat tujuan dan 

berjalan dengan baik, namun hal 

tersebut ada kendala dari 

pengembangan usaha kecil dibidang 

produksi dan pengolahan. 

4.2.11 Tanggapan bapak/ibu 

tentang Pengembangan Usaha 

Kecil di bidang pemasaran 

Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa dampak  

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris di desa Tutul sudah 

cukup dikatakan kurang berjalan 

dengan baik, namun hal tersebut ada 



kendala dari pengembangan usaha 

kecil dibidang pemasaran. 

4.2.12 Tanggapan bapak/ibu 

tentang Pengembangan Usaha 

Kecil di bidang sumber daya 

manusia  

Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa dampak  

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris di desa Tutul sudah 

cukup dikatakan kurang berjalan 

dengan baik, namun hal tersebut ada 

kendala dari pengembangan usaha 

kecil dibidang sumber daya 

manusia. 

4.2.13 Tanggapan bapak/ibu 

tentang pengembangan usaha 

kecil di bidang teknologi 

Dari beberapa pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa dampak  

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris di desa Tutul sudah 

cukup dikatakan kurang berjalan 

dengan baik, namun hal tersebut ada 

kendala dari pengembangan usaha 

kecil dibidang teknologi manusia. 

 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah 

dikemukakan oleh peneliti di bab 

sebelumnya, maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa Peran 

Pemerintah Desa dalam 

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris di desa Tutul 

kecamatan Balung kabupaten 

Jember dalam menjalankan tugas 

an fungsi  sesuai Undang-undang 

Nomor 6 tahun 2014 seperti 

membina masyarakat desa, 

masyarakat saling berpartisipasi 

dalam membangun desa dan 

mensejahterakan masyarakat desa 

seperti peningkatan perekonimian 

masyarakat desa seiring dengan 

terkenalnya desa Tutul yang 

dicanangkan sebagai desa 

produktif yaitu desa yang 

kebanyakan masyarakatkatnya 

mempunyai hasil kerajinan tangan 

tasbih dan aksesoris. Kinerja 

pemerintah desa dalam 

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris yaitu memberi 



informasi tentang kerajinan tangan 

tasbih dan aksesoris, mengadakan 

pelatihan kepada pemula usaha 

kerajinan tangan tasbih dan 

aksesoris agar dapat menciptakan 

produk baru kerajinan tangan. 

Dalam pengembangan 

usaha kecil tasbih dan aksesoris 

pemerintah desa berusaha untuk 

mencari modal, pemasaran, masih 

menjadiprogram yaitu membuat 

label merk untuk produksi 

kerajinan agar dapat diketahui 

bahwa produksi kerajinan khas 

desa Tutul.  

Mengenai faktor 

pendukung dan penghambat peran 

pemerintah desa dalam 

pengembangan usaha kecil tasbih 

dan aksesoris, dapat dilihat bahwa 

faktor pendukung seperti 

memberikan semangat kerja 

kepada pengusaha untuk berupaya 

meningkatkan semangat kerja, 

mengadakan pelatihan, 

memberikan dukungan untuk 

mencipatakan produk baru. 

Sedangkan faktor penghambat 

peran pemerintah desa dalam 

pengembangan usaha kecil seperti 

pemasaran, permodalan, 

ketidakstabilan harga 

mengakibatkan persaingan tidak 

sehat antar pengrajin, tidak 

memiliki label merk kerajinan 

khas desa Tutul, masyarakat yang 

masih kolot teknologi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil 

pembahasan penelitian maka saran 

yang terkait peran pemerintah 

desa dalam pengembangan usaha 

kecil tasbih dan aksesoris di desa 

Tutul kecamatan Balung 

Kabupaten Jember , yaitu : 

Diharapkan pemerintah desa 

dalam pengembangan usaha kecil 

tasbih dan aksesoris bisa lebih 

melihat kondisi sesungguhnya 

yang terjadi, dapat menemukan 

solusi masalah, mempertahankan 

desa tutul sebagai desa produktif 

karena menghasilkan kerajinan 

tangan tasbih dan aksesoris 

menjadi desa yang maju, yang 

dikenal luas , sehingga dapat 

menarik wisatawan banyak 



berkunjung, membuat label merk 

untuk hasil kerajinan khas desa 

tutul, agar tidak terjadi perbedaan 

harga, dan tidak terjadi persaingan 

tidak sehat di masyarakat. 
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